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(E) Isi Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (5) telah dijelaskan bahwa hak atas merek
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek
yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri
Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakannya. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan usaha, masih sering
terjadi sengketa antar pihak terutama berkaitan dengan hak atas merek ini.
Sengketa ini juga menyebabkan adanya pertanyaan terkait perlindungan
hukum untuk para pemegang hak merek dan bagaimanakah pertimbangan
hakim terkait dalam putusan suatu sengketa merek. Sehingga perlu dikaji
terkait aspek-aspek mana saja yang dapat dikatakan sebagai syarat untuk
suatu merek dibatalkan dan/atau dihapuskan tentunya untuk menjamin
perlindungan hukum bagi para pihak pemilik hak atas merek dan juga dalam
upaya mencapai kepastian hukum itu sendiri. Jenis penelitian yang
digunakan penulis yaitu penelitian normatif. Untuk menunjang penelitian
ini, Penulis menggunakan tipe penelitian studi kepustakaan, yang mengkaji
beberapa dokumen yang menyangkut dengan penelitian ini. Metode yang
digunakan ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus
(case approach). Ternyata bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut,
dapat dilihat bahwa kesimpulannya adalah UU No0.20 Tahun 2016 Jo
Permenkumham No. 67 Tahum 2016 telah cukup mengatur terkait hak-hak
merek, hanya saja perlu dioptimalkan kembali penerapan dan pelaksanaan
dari UU ini oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Merek sebagai suatu hasil
pemikiran/hasil intelektual dari pihak tertentu haruslah dijamin dan
dilindungi oleh negara yang tujuannya salah satunya adalah untuk
memajukan negara.
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